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Trust and Accountability: Legal Implications of Train
Delays

Kepercayaan dan Akuntabilitas: Implikasi Hukum dari
Keterlambatan Kereta Api

 
Erifendi Churniawan, erifendi@ppi.ac.id, (1)

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Indonesia

(1) Corresponding author

Abstract

This normative legal research with statutory and conceptual approaches aims to analyze the
implications of train delays according to schedule in a progressive legal perspective and to
construct ethical and legal responsibility for such delays. The results reveal that train delays not
only harm passengers but also decrease public trust in rail services. In a progressive legal
perspective, trust is the fundamental element for law to serve human interests. To address this
issue, a minister of transportation regulation should be established to hold train service
managers accountable for delays and provide ethical and legal obligations to passengers. By
learning from the accountability of aircraft delays, such regulations can be adapted to rail
transportation.

 

Highlights:

1.Train delays have negative consequences for passengers and public trust in rail services.
2.Trust is a fundamental element for law to serve human interests.
3.A minister of transportation regulation should be established to hold train service
managers accountable for delays and provide ethical and legal obligations to passengers.
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Pendahuluan
Transportasi merupakan suatu perpindahan barang dan/atau manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan
tujuan tertentu melalui alat angkut[1]. Alat angkut tersebut dapat melalui alat angkut darat, udara, serta laut.
Dalam konteks ilmu hukum, pengangkutan merupakan bidang kajian dalam ilmu hukum yang lazim disebut dengan
hukum pengangkutan[2]. Bahkan, tak jarang istilah hukum pengangkutan dalam ilmu hukum juga sering
disinonimkan dengan hukum transportasi. Meski begitu, baik penggunaan istilah hukum pengangkutan maupun
hukum transportasi sejatinya tidak perlu dipersoalkan karena kedua istilah tersebut sejatinya mengacu pada esensi
yang sama[3].

Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena hampir setiap kebutuhan manusia
dipenuhi melalui adanya transportasi atau pengangkutan[4]. Kepentingan bahan pokok hingga aspek sandang
(pakaian) manusia juga memerlukan pengangkutan yaitu adanya distribusi dari pabrik ke toko yang dekat ke
masyarakat. Selain itu, kepentingan mobilitas manusia juga memerlukan transportasi atau pengangkutan terlebih
lagi di era globalisasi yang mana mobilitas semakin masif bahkan bersifat antarnegara[5].

Peran penting transportasi atau pengangkutan dalam kehidupan manusia khususnya berkaitan dengan mobilitas
sejatinya dilakukan dengan memanfaatkan transportasi udara, laut, hingga darat[6]. Kementerian Perhubungan
hingga akhir Desember 2022 menegaskan bahwa terdapat 3,8 Juta masyarakat Indonesia bepergian menggunakan
angkutan umum yang mana lebih dari 4,8 Juta masyarakat Indonesia menggunakan transportasi darat[7]. Hal ini
menegaskan bahwa transportasi darat masih menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat Indonesia. Dari
data transportasi darat tersebut, berdasarkan data dari GoodStats sebanyak 45% masyarakat memilih transportasi
berupa Kereta Api[8][9]. Secara kumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa jumlah penumpang
Kereta Api di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 26.924 orang yang naik sebesar 86% dari tahun 2021[10].
Kenaikan jumlah pengguna Kereta Api di tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 akibat adanya kebijakan PSBB
yang membatasi mobilitas masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19[11].

Meningkatnya jumlah penggunaan moda transportasi Kereta Api dikarenakan Kereta Api merupakan moda
transportasi yang aman, nyaman, serta menjamin kepastian baik waktu berangkat maupun waktu kedatangan.
Meski begitu, dalam kondisi tertentu ternyata terdapat keterlambatan Kereta Api atau adanya delay Kereta Api
yang tidak sesuai jadwal. Terdapat beberapa faktor menyebabkan keterlambatan Kereta Api atau adanya delay
Kereta Api seperti kejadian September 2022 yang menbuat sepuluh perjalanan Kereta Api tidak sesuai jadwal
akibat adanya kecelakaan yaitu Kereta Kahuripan yang menabrak Truk di Cilacap. Selain faktor kecelakaan, faktor
adanya bencana alam juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak tepat waktunya Kereta Api baik dalam waktu
keberangkatan maupun waktu kedatangan sebagaimana yang terjadi karena adanya amblesan rel di daerah
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang membuat Kereta Api terhenti selama 8,5 jam dari jadwal.

Berbagai penyebab keterlambatan jadwal Kereta Api di atas sejatinya berimplikasi pada pemenuhan tanggung
jawab yuridis dan tanggung jawab etis yang perlu dilakukan oleh PT KAI selaku pengelola Kereta Api kepada para
penumpang atau pengguna jasa Kereta Api[12]. Urgensi penelitian ini yaitu pada konstruksi pertanggungjawaban
etika dan hukum keterlambatan Kereta Api sesuai jadwal dengan berbasiskan pada perspektif hukum progresif.
Perspektif hukum progresif digunakan sebagai “pisau analisis” karena hukum progresif menekankan pada dimensi
kemanusiaan yang salah satunya adalah terpenuhinya hak-hak pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
menjawab dua isu hukum, yaitu: (i) implikasi hukum keterlambatan Kereta Api sesuai jadwal serta (ii) orientasi
pertanggungjawaban etik dan hukum keterlambatan Kereta Api dalam perspektif hukum progresif.

Penelitian mengenai tanggung jawab PT KAI dalam kaitannya dengann jasa transportasi Kereta Api telah dilakukan
oleh tiga penelitian terdahulu, yang meliputi: (i) penelitian yang dilakukan oleh Setiadji dkk. (2020) yang berfokus
pada kajian mengenai tanggung jawab PT KAI atas korban kecelakaan yang diakibatkan pada saat berorperasinya
Kereta Api[13]. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (ii) Sukama (2020) yang membahas mengenai tanggung
jawab yuridis pada pengawasan barang dan penumpang yang dilakukan oleh PT KAI[14]. Penelitian lebih lanjut
dilakukan oleh (iii) Pura dkk. (2022) yang menganalisis mengenai potensi pertanggungjawaban hukum PT KAI
akibat adanya perlintasan Kereta Api illegal[15]. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, fokus penelitian
mengenai konstruksi pertanggungjawaban etika dan hukum keterlambatan Kereta Api sesuai jadwal dengan
berbasiskan pada perspektif hukum progresif sejatinya belum pernah dilakukan oleh ketiga peneliti sebelumnya
sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal.

Metode
Penelitian ini yang membahas mengenai konstruksi pertanggungjawaban etika dan hukum keterlambatan Kereta
Api sesuai jadwal dengan berbasiskan pada perspektif hukum progresif merupakan penelitian hukum normatif yang
berfokus pada analisis atas peraturan perundang-undangan[16]. Peraturan perundang-undangan yang dikaji
meliputi: UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (UU Kereta Api), PP No. 72 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (PP Kereta Api), serta PP No. 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan PP
Kereta Api (PP Perubahan PP Kereta Api) yang merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah
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artikel jurnal, buku, serta kajian dan penelitian yang membahas tanggung jawab pengangkutan khususnya Kereta
Api dan hukum progresif. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa.

Hasil dan Pembahasan
Implikasi Hukum Keterlambatan Kereta Api Sesuai Jadwal
Kereta Api sebagai moda transportasi darat di Indonesia sejatinya menjadi salah satu moda transportasi favorit
masyarakat[17]. Hal ini dapat dipahami karena Kereta Api memiliki keunggulan dibandingkan dengan moda
transportasi darat yang meliputi: pertama, Kereta Api merupakan moda transportasi yang efektif dan efisien yang
mana dari proses pemesanan tiket hingga proses naik ke Kereta Api dapat dilakukan secara online berbasis aplikasi
melalui KAI Acces. Hal ini tentu sangat efektif dan efisien sehingga menghemat waktu masyarakat pengguna
transportasi Kereta Api. Kedua, pelayanan dan fasilitas di Stasiun hingga di dalam Kereta Api memiliki kualitas
yang prima, bersih, serta relatif lengkap bahkan untuk kategori ekonomi sekalipun. Fasilitas yang baik ini lah yang
membuat masyarakat merasa nyaman menggunakan moda transportasi Kereta Api.

Ketiga, kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan menjadi salah satu keunggulan moda transportasi Kereta
Api[18]. Hal ini karena jadwal keberangkatan dan kedatangan Kereta Api beserta nama Kereta Api serta Stasiun
tujuan telah secara pasti ditentukan dalam tiket Kereta Api. Hal ini tentu memberikan rasa nyaman dan aman
terkait kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan Kereta Api yang relevan bagi masyarakat yang akan
melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi lain atau pun para pelajar maupun pekerja yang dapat
memastikan waktu kapan sampai ke tempat tujuan. Ketiga keunggulan Kereta Api dibandingkan dengan moda
transportasi darat lainnya sejatinya merupakan hasil perjalanan panjang adanya pembaruan di tubuh PT KAI untuk
memberikan pelayanan yang prima di sektor moda transportasi Kereta Api.

Pembaruan PT KAI dimulai sejak Ignasius Jonan secara resmi menjadi Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009[19].
Sebelum dilakukan pembaruan di PT KAI dan pelayanan Kereta Api, moda transportasi Kereta Api selalu identik
dengan moda transportasi dengan harga murah namun risikonya keamanan dan keselamatan menjadi taruhan
dibalik murahnya harga tiket[20]. Penumpang yang overcapacity hingga bergelantungan di pinggir dan atas
gerbong Kereta Api merupakan pemandangan yang lumrah dan wajar sebelum dilakukan pembaruan[21]. Hal ini
ditambah dengan pelayanan yang belum memadai baik di Stasiun maupun di dalam gerbong Kereta Api seperti
kebersihan toilet yang belum terjaga serta masih terdapat beberapa penumpang yang tidak memiliki tiket.
Berbagai problematika dalam moda transportasi Kereta Api tersebut mengisyaratkan bahwa sebelum dilakukan
pembaruan, Kereta Api merupakan moda transportasi yang terkenal dengan moda transportasi yang cenderunf
“kumuh”, berdesak-desakan, serta tidak terjaminnya keamanan bagi penumpang[22].

Pembaruan terkait fasilitas dan pelayanan di Kereta Api dilakukan oleh Ignasius Jonan selaku Direktur Utama PT
KAI. Pada awalnya orientasi perbaikan fasilitas Kereta Api difokuskan pada kebersihan toilet-toilet baik di Stasiun
maupun di dalam gerbong Kereta Api. Dimulai dari orientasi kebersihan toilet ini lah yang kemudian perlahan
mulai memperbaiki pada aspek yang lebih besar seperti pemberian fasilitas AC pada setiap gerbong termasuk
Kereta Api jenis ekonomi, hingga pelayanan dan fasilitas di dalam gerbong, di Stasiun, hingga peningkatan
pelayanan dan fasilitas dalam memesan tiket yang secara efektif dan efisien sehingga memudahkan masyarakat.
Hasil dari pembaruan fasilitas dan pelayanan di Kereta Api tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat
pada moda transportasi Kereta Api, tetapi juga berdampak pada pendapatan PT KAI yang pada tahun 2012
mencapai 300 Miliar Rupiah, padahal di tahun 2008 (setahun sebelum Ignasius Jonan menjadi Direktur Utama PT
KAI), PT KAI merugi hingga 80 Miliar Rupiah[19].

Masifnya perkembangan PT KAI khususnya setelah adanya pembaruan dan perbaikan mengenai fasilitas dan
pelayanan Kereta Api sejatinya semakin meneguhkan Kereta Api sebagai moda transportasi favorit masyarakat.
Sebagai moda transportasi favorit masyarakat, salah satu hal penting dalam moda transportasi Kereta Api adalah
adanya jaminan pertanggungjawaban bagi pengguna jasa moda transportasi Kereta Api apabila terdapat beberapa
permasalahan tekait penggunaan jasa moda transportasi Kereta Api. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
penumpang atau penggunaan jasa moda transportasi Kereta Api salah satunya adalah adanya jadwal
keberangkatan dan/atau kedatangan yang tidak sesuai jadwal sehingga merugikan penumpang atau penggunaan
jasa moda transportasi Kereta Api[23]. Tanggung jawab pengelola Kereta Api dipertegas dalam Pasal 157 ayat (1)
UU Kereta Api yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban ditanggung oleh penyelenggara pengelola sarana
Kereta Api apabila berdampak pada kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia bagi penumpang. Tanggung jawab
tersebut dikecualikan apabila kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia bagi penumpang tersebut terjadi bukan
karena aspek pengoperasian Kereta Api apabila berdampak pada kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia bagi
sebagaimana dalam Pasal 157 ayat (4) UU Kereta Api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban kepada penumpang ditegaskan dalam Pasal 168 ayat (2) PP
Kereta Api yang menegaskan bahwa ganti kerugian kepada penumpang Kereta Api didasarkan pada dampak yang
dialami oleh penumpang Kereta Api, seperti: diberikannya ganti kerugian, biaya pengobatan, atau adanya santunan
bagi korban yang meninggal. Berkaitan dengan adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan
Kereta Api yang tidak sesuai jadwal, jika dikaitkan dengan konstruksi UU Kereta Api dan PP Kereta Api maka dapat
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dikaitkan dengan adanya kerugian atau potensi kerugian yang dihadapi oleh penumpang atau pengguna jasa
Kereta Api. Meski begitu, baik dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api sejatinya tidak mempertegas dan
memperinci mengenai makna dan jenis kerugian dalam kaitannya dengan adanya keterlambatan dalam
keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal.

UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api bahkan ketiga memberikan penjelasan mengenai kerugian cenderung
menegaskan “Cukup jelas” sehingga makna dan jenis kerugian dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api
perlu dilakukan penemuan hukum untuk dapat memahami kerugian seperti apa yang dimaksudkan dalam UU
Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api. Mengacu pada konsepsi dalam ilmu hukum, sejatinya mengenai kerugian
dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian materil dan immateril[24]. Kerugian materil adalah kerugian yang secara
nyata diderita oleh pihak yang dirugikan[25]. Dalam konteks kerugian yang dialami oleh pengguna jasa Kereta Api
atau penumpang Kereta Api, maka kerugian materil berkaitan dengan kerugian secara faktual dan nyata yang
terjadi akibat pengoperasian Kereta Api. Hal ini tentu berbeda dengan kerugian immateril yang mana kerugian ini
berkaitan dengan manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima apabila tidak terdapat suatu perbuatan hukum
yang menyebabkan terjadinya kerugian immateril[26]. Dengan demikian, kerugian immaterial sejatinya merupakan
kerugian potensial yang secara langsung dialami sebagai akibat adanya suatu perbuatan hukum yang menyebabkan
terjadinya kerugian immateril. Dalam konteks adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan
Kereta Api yang tidak sesuai jadwal, maka dapat dilihat bawa mayoritas yang dialami oleh masyarakat adalah
adanya kerugian immateril sekalipun terdapat juga beberapa hal yang menimbulkan kerugian materil.

Karena adanya ketidakjelasan dalam aturan UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api berkaitan dengan jenis
kerugian dan bagaimana jenis ganti ruginya jika terdapat kerugian materil dan immaterial berimplikasi pada
adanya ketidakpastian hukum berkaitan dengan jenis kerugian dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api
termasuk juga berkaitan dengan bentuk ganti kerugian yang diterima. Adanya ketidakpastian hukum dalam UU
Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api dalam kaitannya adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun
kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal berpotensi merugikan pengguna jasa atau penumpang Kereta Api
karena jika pengguna jasa atau penumpang Kereta Api mengajukan klaim pertanggungjawaban tetap saja adanya
kedudukan yang tidak setara antara pengguna jasa atau penumpang Kereta Api dengan pengelola Kereta Api
berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna jasa atau penumpang Kereta Api yang diakibatkan adanya
keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal.

Orientasi Pertanggungjawaban Etik dan Hukum Keterlambatan
Kereta Api dalam Perspektif Hukum Progresif
Ketntuan dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api yang tidak secara tegas dan jelas dalam mengatur
mengenai pertanggungjawaban terkait dengan adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan
Kereta Api yang tidak sesuai jadwal menimbulkan problematika ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada tidak
adanya kejelasan bagi pengguna jasa transportasi[27]. Selain itu, ketidakjelasan mengenai jenis
pertanggungjawaban oleh pengelola Kereta Api juga dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak hukum
pengguna jasa transportasi Kereta Api mengingat relasi antara pengguna jasa Kereta Api dan pengelola Kereta Api
sejatinya bersifat timpang yang artinya kedudukan pengelola Kereta Api lebih kuat khususnya dalam memberikan
interpretasi sepihak terhadap ketentuan dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api[28].

Pertanggungjawaban dalam KBBI bermakna bahwa suatu upaya untuk menanggung atau memikul tanggung jawab
atas apa yang menjadi kewajibannya[29]. Dalam ilmu hukum, istilah pertanggungjawaban dimaknai dalam konteks
liability atau suatu pertanggungjawaban yang oleh hukum wajib diberikan akibat adanya kapasitas hukum
tertentu[30]. Pemahaman tanggung jawab dalam aspek hukum tersebut untuk membedakan istilah tanggung jawab
yang berkembang dalam ranah lain seperti istilah responsibility yang merupakan tanggung jawab dalam arti
politik[31]. Dengan demikian, penekanan pada tanggung jawab yang berkaitan dengan adanya keterlambatan
dalam keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal adalah tanggung jawab hukum
(liability). Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang berkaitan dengan adanya keterlambatan dalam keberangkatan
maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal adalah tanggung jawab yang seyogyanya diberlakukan
oleh pengelola Kereta Api sesuai dengan kewajibannya[32].

Pertanggungjawaban hukum dalam perkembangannya tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai legal liability.
Pertanggungjawaban hukum secara ekstensif harus pula dimaknai sebagai pertanggungjawaban etika dan hukum
sekaligus[33]. Pentingnya perluasan pemahaman pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan adanya
keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal sejatinya didasarkan
pada tiga argumentasi, yaitu: pertama, di era modernisasi hukum, peran etika dan hukum sejatinya tidak dapat
disipahkan karena sekalipun norma etika dan norma hukum memiliki perbedaan namun etika dapat melengkapi
suatu sanksi hukum supaya lebih “mengena” serta menjadi komitmen moral bagi pelanggar hukum[34]. Dalam
konteks ini, sekalipun sanksi etika tidak dapat memperingan dijatuhkannya sanksi hukum, namun sanksi etika
dapat melengkapi sanksi hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat.

Kedua, sanksi etika yang diterapkan secara bersamaan dengan sanksi hukum sejatinya merupakan identitas hukum
Indonesia dengan berbasis pada cita hukum Pancasila[35]. Dalam cita hukum Pancasila, penegakan hukum
dijalankan dan dilaksanakan selaras dengan penegakan etika. Hal ini berarti, dalam suatu penegakan hukum
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berbasis pada Pancasila, penegakan etika menempati posisi penting untuk ditegakkan secara bersama-sama
dengan penegakan atas norma hukum[36]. Ketiga, Kereta Api sebagai penyedia jasa layanan umum tentu
menekankan aspek kepercayaan dan pelayanan yang optimal bagi penumpang Kereta Api. Dalam konteks ini, maka
terdapat aspek “kepercayaan publik” yang harus dijaga oleh pihak Kereta Api. Oleh karena itu, upaya menjaga
“kepercayaan publik” tidak cukup hanya menegakkan norma hukum yang ada, akan tetapi juga termasuk
penegakan atas norma etika yang berlaku[37].

Dari ketiga argumentasi di atas, pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan adanya keterlambatan
dalam keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal sejatinya tidak hanya ditekankan
pada aspek pertanggungjawaban hukum saja, tetapi juga perlu konstruksi berupa pertanggungjawaban etika atas
adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal[38].
Pentingnya diberlakukannya pertanggungjawaban etika dan hukum tersebut menemui relevansinya dalam
perspektif hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsepsi hukum yang menekankan perlunya eksistensi
hukum untuk memenuhi harkat dan martabat kemanusiaan. Karakteristik utama hukum progresif adalah dimensi
keindonesiaan, yang mana hukum tidak boleh hanya dijalankan dan ditegakkan di ruang hampa, tetapi dijalankan
di ruang yang penuh nilai dan makna yang bernama Indonesia[39].

Hukum progresif sejatinya mendasarkan pada tiga orientasi dasar dalam berhukum, yaitu: pertama, hukum
progresif menekankan aspek kemanusiaan sebagai aspek terutama yang harus dipenuhi oleh hukum[40]. Hal ini
berarti hukum tidak boleh bertentangan dengan substansi kemanusiaan. Substansi kemanusiaan dalam hal ini
berkaitan dengan hak-hak hukum individu yang mana tidak terpenuhinya hak hukum merupakan suatu bentuk
pereduksian atas makna hukum yang berdimensi kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum progresif berfokus pada
pemenuhan hak-hak hukum setiap individu[41]. Kedua, hukum progresif tidak hanya berfokus pada hukum sebagai
norma (legal rules), tetapi juga menekankan dimensi perilaku dari hukum (legal behavior)[42]. Hukum progresif
memandang bahwa memahami hukum hanya sebagai norma adalah memahami hukum secara parsial. Hukum yang
dimaknai hanya sebatas norma adalah suatu bentuk pemahaman hukum yang sifatnya pseudo-legal yang artinya
pemahaman hukum yang tidak menyeluruh[43]. Pemahaman hukum yang tidak menyeluruh tersebut membutuhkan
peran perilaku untuk menegaskan eksistensi hukum. Tanpa perilaku hukum manusia, maka norma-norma hukum
hanya akan menjadi “pasal-pasal mati” yang tanpa makna.

Ketiga, hukum progresif menekankan pemahaman secara holistik atas suatu fenomena hukum sehingga fenomena
hukum harus dilihat juga dalam aspek non-hukum. Dalam konteks ini, peran bidang atau ilmu pengetahuan di luar
hukum penting untuk menunjang keberlakuan dan eksistensi hukum sehingga hukum dapat menjadi solusi dalam
setiap permasalahan manusia[44]. Dari tiga orientasi dasar hukum progresif di atas, dalam konteks konstruksi
pertanggungjawaban hukum dan etika dalam adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan
Kereta Api yang tidak sesuai jadwal sejatinya dapat dilihat pada tiga parameter, yaitu: (i) hukum progresif yang pro-
pemenuhan atas hak-hak hukum bagi pengguna jasa Kereta Api, (ii) hukum progresif yang berupaya memadukan
aspek norma dan perilaku dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan jasa Kereta Api,
dalam konteks ini sinergi antara pertanggungjawaban etik dan hukum secara bersamaan, dan (iii) perlunya
pemahaman atas kondisi dan situasi di lingkungan Kereta Api yang berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam
keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal, sehingga dapat dilihat perlu tidaknya
pengelola Kereta Api untuk bertanggungjawab terhadap adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun
kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal.

Dari aspek pemenuhan atas hak-hak hukum bagi pengguna jasa Kereta Api, hukum progresif sejatinya mengkritik
rumusan ketentuan dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api yang masih secara umum menjelaskan
mengenai kerugian yang dialami oleh pengguna jasa Kereta Api. Dengan mengacu pada aturan pada moda
transportasi lainnya yaitu aturan mengenai keterlambatan atau delay dalam moda transportasi penerbangan dalam
Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan
(Permenhub Penerbangan) sejatinya telah detail dan spesifik dalam mengatur mengenai jenis keterlambatan dan
bentuk pertanggungjawabannya[45][46]. Permenhub Penerbangan sejatinya mengklasifikasi bentuk jenis
keterlambatan dan bentuk pertanggungjawabannya dalam enam kategori sehingga memberikan jaminan kepastian
hukum serta pemenuhan hak-hak hukum bagi masyarakat[47]. Dalam konteks Kereta Api, luputnya pengaturan
sejenis dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api sejatinya berdampak pada tidak pastinya bentuk jenis
keterlambatan dan bentuk pertanggungjawaban yang wajib diberikan oleh pengelola Kereta Api. Ketiadaan
pengaturan spesifik mengenai jenis keterlambatan dan bentuk pertanggungjawaban dalam pengaturan
perkeretaapian sejatinya tidak sesuai dengan esensi hukum progresif berupa pemenuhan atas hak hukum
masyarakat.

Dari aspek pertanggungjawaban hukum maupun etika dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api yang
belum jelas dan tegas dirumuskan, maka hal ini dapat berpotensi menimbulkan terhambatnya pertanggungjawaban
yang diberikan oleh pengelola Kereta Api atas adanya keterlambatan yang merugikan pengguna jasa Kereta Api,
baik kerugian yang sifatnya materil maupun yang bersifat immateril. Selain itu, perlu juga dikonstruksikan
mengenai pertanggungjawaban etik atas adanya keterlambatan yang merugikan pengguna jasa Kereta Api.
Pertanggungjawaban etik di sini dimaksudkan sebagai salah satu identitas berhukum bangsa Indonesia yang salah
satunya menekankan pada aspek etika dan hukum untuk ditegakkan secara bersama-sama.

Dari aspek pentingnya pemahaman non-hukum atas fenomena hukum yang berkaitan dengan keterlambatan yang
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merugikan pengguna jasa Kereta Api, pemahaman non-hukum perlu dilakukan dengan menekankan pada sebab-
sebab teknis terjadinya keterlambatan yang merugikan pengguna jasa Kereta Api. Selain itu, pemahaman non-
hukum perlu dilakukan dalam melihat kerugian immateril yang dirasakan oleh pengguna jasa Kereta Api akibat
kerugian yang dialami akibat adanya keterlambatan yang merugikan pengguna jasa Kereta Api. Hal ini diperlukan
supaya suatu permasalahan hukum berupa keterlambatan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal dipahami secara
komprehensif dengan mengacu pada aspek non-hukum.

Berdasarkan perspektif hukum progresif, maka Dari aspek pemenuhan atas hak-hak hukum bagi pengguna jasa
Kereta Api perlu adanya revisi atas ketentuan dalam PP Kereta Api dengan menjelaskan secara rinci mengenai
bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban apa yang seyogyanya didapat oleh pengguna jasa Kereta Api
sebagaimana mengacu dan melakukan konstruksi hukum dari susbtansi dalam Permenhub Penerbangan. Dari
aspek pertanggungjawaban hukum maupun etika, PP Kereta Api juga perlu menegaskan jenis-jenis
pertanggungjawaban etika apabila adanya keterlambatan seperti: permohonan maaf, mendatangi pengguna jasa
Kereta Api yang dirugikan akibat adanya keterlambatan, serta pertanggungjawaban etika lainnya.
Pertanggungjawaban etika dilaksanakan sejalan dengan pertanggungjawaban hukum yang wajib dipertegas dalam
revisi PP Kereta Api sebagaimana dalam Permenhub Penerbangan. Dari aspek pentingnya pemahaman non-hukum
atas fenomena keterlambatan Kereta Api, maka pemahaman non-hukum perlu dilakukan dengan menekankan pada
sebab-sebab teknis terjadinya keterlambatan yang merugikan pengguna jasa Kereta Api sekaligus untuk melihat
kerugian immateril yang dirasakan oleh pengguna jasa Kereta Api akibat kerugian yang dialami akibat adanya
keterlambatan yang merugikan pengguna jasa Kereta Api.

Orientasi pertanggungjawaban etik dan hukum keterlambatan Kereta Api dalam perspektif hukum progresif dapat
dilakukan dengan revisi atas PP Kereta Api yang mana pertanggungjawaban etikanya dapat berupa jenis-jenis
pertanggungjawaban etika apabila adanya keterlambatan seperti: permohonan maaf, mendatangi pengguna jasa
Kereta Api yang dirugikan akibat adanya keterlambatan, serta pertanggungjawaban etika lainnya.
Pertanggungjawaban hukum juga perlu dipertegas dalam revisi atas PP Kereta Api yaitu dengan menjelaskan
secara rinci mengenai bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban apa yang seyogyanya didapat oleh pengguna
jasa Kereta Api sebagaimana mengacu dan melakukan konstruksi hukum dari susbtansi dalam Permenhub
Penerbangan.

Simpulan
Implikasi adanya ketidakpastian hukum berkaitan dengan jenis kerugian dalam UU Kereta Api maupun dalam PP
Kereta Api termasuk juga berkaitan dengan bentuk ganti kerugian yang diterima. Adanya ketidakpastian hukum
dalam UU Kereta Api maupun dalam PP Kereta Api dalam kaitannya adanya keterlambatan dalam keberangkatan
maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal berpotensi merugikan pengguna jasa atau penumpang
Kereta Api karena jika pengguna jasa atau penumpang Kereta Api mengajukan klaim pertanggungjawaban tetap
saja adanya kedudukan yang tidak setara antara pengguna jasa atau penumpang Kereta Api dengan pengelola
Kereta Api berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna jasa atau penumpang Kereta Api yang
diakibatkan adanya keterlambatan dalam keberangkatan maupun kedatangan Kereta Api yang tidak sesuai jadwal.

Orientasi pertanggungjawaban etik dan hukum keterlambatan Kereta Api dalam perspektif hukum progresif dapat
dilakukan dengan revisi atas PP Kereta Api yang mana pertanggungjawaban etikanya dapat berupa jenis-jenis
pertanggungjawaban etika apabila adanya keterlambatan seperti: permohonan maaf, mendatangi pengguna jasa
Kereta Api yang dirugikan akibat adanya keterlambatan, serta pertanggungjawaban etika lainnya.
Pertanggungjawaban hukum juga perlu dipertegas dalam revisi atas PP Kereta Api yaitu dengan menjelaskan
secara rinci mengenai bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban apa yang seyogyanya didapat oleh pengguna
jasa Kereta Api sebagaimana mengacu dan melakukan konstruksi hukum dari susbtansi dalam Permenhub
Penerbangan.
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